
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 

a. DP3AP2KB Kota Padang memiliki peran strategis dalam mencegah 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebagai fasilitator 

advokasi maupun pelaksana program edukatif. Melalui berbagai 

kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, DP3AP2KB berupaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk 

kekerasan, dampaknya, serta pentingnya pelaporan dan penanganan 

secara dini. 

b. Sebagai pelaksana layanan perlindungan, DP3AP2KB menjalankan 

fungsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA), yang memberikan layanan pengaduan, 

pendampingan psikologis dan hukum, serta rehabilitasi bagi korban 

secara gratis dan mudah diakses. 

c. Dalam pemberdayaan masyarakat, DP3AP2KB membentuk dan 

membina Forum PATBM serta Satuan Tugas Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang berfungsi mendeteksi dan menindaklanjuti kasus 
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kekerasan di tingkat akar rumput. Strategi ini menciptakan perlindungan 

berbasis komunitas. 

d. Peran keluarga juga diperkuat melalui program seperti BKB, BKR, dan 

PUSPAGA, yang memberikan edukasi kepada orang tua dan remaja 

mengenai pola asuh yang positif, pentingnya komunikasi dalam 

keluarga, serta cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga 

2. Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah 

kekerasan terhadap perempuan dan anak 

a. Kehadiran anak yang berasal dari luar kota Padang 

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

c. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat 

d. Kesulitan Akses ke Daerah Terpencil 

3. Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam mencegah 

kekerasan terhadap perempuan dan anak : 

a. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan 

DP3AP2KB Kota Padang melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat melalui penyuluhan di sekolah, kelompok masyarakat, 

PKK, dan lembaga lainnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kekerasan dan cara 

mencegahnya. 
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b. Pembentukan dan Penguatan Forum Anak 

Forum Anak dibentuk di berbagai tingkatan wilayah sebagai wadah 

partisipasi anak. Forum ini berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P) 

dalam menyuarakan hak-hak anak dan mencegah kekerasan. 

c. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

PATBM adalah gerakan masyarakat yang didampingi DP3AP2KB 

untuk mendeteksi dini dan mencegah kekerasan terhadap anak. Kader 

PATBM dilatih untuk mampu melapor dan mendampingi kasus di 

lingkungannya. 

d. Penyediaan Layanan Pengaduan dan Pendampingan Korban 

Melalui P2TP2A, DP3AP2KB menyediakan layanan pengaduan, 

pendampingan hukum, konseling, serta rujukan medis untuk korban 

kekerasan perempuan dan anak. 

e. Pemberdayaan Perempuan 

Melaksanakan pelatihan keterampilan, ekonomi kreatif, dan 

kewirausahaan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan 

agar terhindar dari kekerasan berbasis ekonomi. 

f. Koordinasi Lintas Sektor 

DP3AP2KB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti 

kepolisian, rumah sakit, sekolah, dan organisasi masyarakat, untuk 

memperkuat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 
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B. Saran 

Dari uraian diatas, penulis memberikan saran-saran yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Padang, melalui DP3AP2KB, perlu meningkatkan alokasi 

anggaran serta menambah jumlah tenaga profesional, seperti psikolog, 

pendamping hukum, dan tenaga sosial. Hal ini penting agar penanganan 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara 

cepat, komprehensif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

2. Sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak 

harus lebih masif dan menyeluruh. DP3AP2KB dapat bekerja sama dengan 

tokoh masyarakat, sekolah, organisasi pemuda, dan media untuk 

membangun kesadaran bahwa kekerasan adalah pelanggaran HAM dan 

bukan urusan privat. 

3. Perlu diperkuat koordinasi antara DP3AP2KB dengan instansi terkait, 

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan 

lembaga perlindungan anak. Hal ini guna mempercepat penanganan kasus 

dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban. 

4. DP3AP2KB diharapkan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi 

pelaporan daring dan layanan hotline 24 jam, agar masyarakat mudah 

mengakses layanan pengaduan dan pendampingan secara cepat dan efisien. 

5. Perlu adanya program khusus untuk menjangkau daerah-daerah pinggiran 

dan terpencil di Kota Padang, agar masyarakat di wilayah tersebut 
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memperoleh akses yang setara terhadap informasi, layanan, dan 

perlindungan. 

6. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, seperti pelatihan 

wirausaha, ekonomi kreatif, dan akses permodalan, harus terus diperkuat 

agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan terhindar dari 

kekerasan berbasis ekonomi. 
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